QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a

Mengingat : 1.

BUPATI PIDIE JAYA,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur dan
menetapkan Retribusi Surat |zin Usaha Perdagangan;

bahwa Surat |zan Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha
di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan dalam
Perolehannya, guna mendorong iklim usaha yang konduksif
dalam rangka peningkatan investasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu
Qanun;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4441);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomoer 32 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia
Nomor 4623 );

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tanbahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4683);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Taa Cara
Pembentukan Qanun ( Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

M enetapkan . QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP).

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

ok~ E

~

Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut.
DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.

Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten
Pidie Jaya.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sgjenis, Lembaga, Dana
Pensiun dalam bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
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khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan
secara terus menerus dengan tujuan pengalihan.

Surat 1zin Usaha Perdagangan yang disingkat dengan SIUP adalah Surat
izin untuk dapat melakukan usaha Perdagangan yang diberikan oleh
DinagBadar/Instansi terkait kepada perusahaan yang telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang
berlaku.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang
bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya untuk tujuan memperoleh keuntungan
dan/atau laba.

Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari
perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan
dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian
tugas dari perusahaan induknya.

Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor
pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya
ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.

Perwakilan Perusahan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi
kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan
merupakan bagian dari kantor pusat.

Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam Perusahaan yang
meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor
Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat
Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto),
Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagang Utama.

Wagjib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah diwgjibkan untuk melanjutkan
pembayaran Retribusi.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan
Retribusi.

Surat Pendaftran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melapor data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan
dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan
Retribusi Daerah.

Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD,
adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
terhutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat keutusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah
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kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi yang
terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD,
adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap
SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB
yang diajukan oleh wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumnpulkan
dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB |1
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Surat 1zin Usaha Perdagangan dipungut retribusi atas
pelayanan pemberian Surat 1zin Usaha Perdagangan bagi setiap orang atau badan
yang menyelenggarakan usaha perdagangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Surat 1zin Usaha Perdagangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh dan
menggunakan Surat |zin Usaha Perdagangan.

Pasal 5

Wagjib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat 1zin
Usaha Perdagangan.
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